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BAB I





PENDAHULUAN

A.  Latar Belakang Penelitian


Sejarah dunia tidak pernah lepas dari konflik baik antar negara ataupun antar kelompok dalam satu negara (konflik internal). Pada saat perang dunia II, hampir sebagian besar konflik yang terjadi adalah konflik antar negara, kemudian pada era Perang Dingin , terjadinya persaingan antara dua negara adikuasa (AS dan Uni Soviet) mewarnai banyak konflik yang terjadi dalam dunia internasional. Pada akhir Perang Dingin, masyarakat internasional dihadapkan pada konflik-konflik yang berupa konflik etnis yang terjadi dalam satu negara. Salah satu konflik etnis yang terjadi adalah di kawasan Asia Selatan. Tepatnya di Srilanka.


Konflik ini terjadi akibat dari adanya ketidakpuasan etnis Tamil atas “ketidakadilan” pemerintah Srilanka.


Srilanka adalah negara multi etnis yang terdiri dari beberapa kelompok etnis, yaitu Sinhala (74%), kelompok Tamil (12,6%) dan Tamil India (5,6%) yang tinggal di Srilanka bagian utara dan timur, etnis Muslim (7,4%) dan ada pula etnis Burghan dan Malay yang jumlahnya amat kecil.


Pada mulanya seluruh kelompok etnis hidup rukun, namun pada tahun 1931 terjadi reformasi politik dimana reformasi ini membuat Sinhala menjadi dominan dan menguasai seluruh Srilanka. Pada tahun 1936 hal ini terbukti ketika diumumkan kabinet pertama Srilanka yang semua jabatannya diisi oleh etnis Sinhala.


Masyarakat Tamil pun mulai terasa teralienasi ketika pada tahun 1956 pemerintah Srilanka mengumumkan bahwa bahasa inggris yang semula menjadi bahasa pengantar di Srilanka akibat penjajahan Inggris tidak berlaku lagi sebagai gantinya maka ditetapkanlah bahasa Sinhala sebagai bahasa resmi negara.. Bahasa lain selain Sinhala dilarang digunakan. Dalam bidang pendidikan pun Masyarakat Tamil mendapat perlakuan yang diskriminatif, dimana persyaratan kelulusan masyarakat Tamil jauh lebih sulit daripada masyarakat Sinhala. Akibatnya peluang generasi muda Tamil untuk mendapat jabatan dibidang pemerintah ataupun jabatan-jabatan strategis lainnya amat kecil bahkan dapat dikatakan tertutup sama sekali. Ekspresi ketidakpuasan golongan minoritas Tamil mulai muncul dengan pembentukan Front Pembebasan Tamil Bersatu atau Tamil United Liberation Front (TULF) pada tahun 1976 atau setelah dua puluh delapan tahun kemerdekaan Srilanka. Organisasi ini menuntut pembentukan negara separatis Tamil di semenanjung Jaffna, Srilanka utara dan timur, sebagai protes terhadap ketimpangan dalam bidang politik dan pendidikan. 


Kehadiran TULF sesungguhnya hanya sebagai peringatan bagi penguasa Srilanka agar keadilan ditegakkan. Apalagi TULF bersifat moderat, Tetapi pemerintah yang didominasi dan cenderung dimonopoli golongan mayoritas Sinhala tidak cukup peka. Sejumlah protes dan unjuk rasapun muncul di Srilanka.


Kaum ekstrimis Tamil yang tidak tahan lagi tehadap pemerintah akhirnya membentuk Front Pembebasan Macan Tamil Ealam atau Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) pada tahun 1983. Aksi pertama LTTE terjadi ketika pemuda militan Tamil, anggota LTTE membantai 13 tentara Sinhala pertengahan Juli 1983. Insiden ini segera mengobarkan kerusuhan anti Tamil diseluruh negeri. Dalam pertempuran ini 400 orang tewas sejak saat itu Srilanka tidak pernah tenang, berbagai peperangan antara pemerintah Srilanka dan LTTE berkobar dimana-mana apalagi pihak pemerintah telah memutuskan untuk mengambil sikap keras terhadap gerilyawan Macan Tamil ini yang memang tangguh dan sulit dikalahkan. LTTE pun dinyatakan oleh sebagian besar pengamat politik sebagai kelompok gerilyawan teroris paling berbahaya saat ini.


Konflik yang telah berlangsung selama dua puluh dua tahun dan menelan korban jiwa 65 ribu orang tersebut  membuat dunia internasional menginginkan adanya proses perdamaian antara pemerintah Srilanka dan LTTE. Adanya tekanan dari luar dan ditambah tidak adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang bertikai membuat Pemerintah Srilanka meminta Norwegia bertindak sebagai fasilitator dalam periode ini. LTTE menyetujui fasilitator asing ketika Presiden Chandrika Kumaratunga mengundang pemerintah Norwegia pada bulan Februari 2000 untuk bertindak sebagai pelaku pihak ketiga. Sebelumnya India pernah melibatkan diri sebagai pihak ketiga, akan tetapi mengalami kegagalan karena cenderung adanya paksaan kehendak oleh India dan tidak dilibatkannya LTTE dalam penandatanganan Perjanjian Indo-Lanka yang dimediasi oleh India


Keterlibatan Norwegia sebenarnya sudah dimulai pada tahun 1997. walaupun permintaan formal dari Presiden Chandrika Kumaratunga dimulai pada bulan Februari 2000. Pengumuman bahwa pemerintah Norwegia akan memainkan peran pihak ketiga untuk membantu mengatasi konflik antar suku, merupakan sebuah tonggak yang sangat penting dalam upaya mewujudkan perdamaian abadi. Mengingat antara pemerintah Srilanka dan LTTE ada rasa saling tidak percaya, terutama setelah perundingan perundingan-perundingan perdamaian yang gagal pada tahun 1990/91 dan tahun 1994/95, tidak dapat disangkal lagi diperlukan pihak ketiga yang dapat dipercaya dan bertindak sebagai penghubung antara kedua pihak. Terbukti pada bulan Februari 2002 terjadi kesepakatan Gencatan Senjata antara Pemerintah Srilanka dan LTTE. 


Kesepakatan Gencatan Senjata antara pemerintah Srilanka dan LTTE didasari atas pentingnya mengakhiri permusuhan dan meningkatkan kondisi untuk semua penduduk yang terjadi akibat konflik. Langkah-langkah lebih lanjut diambil karena untuk menetapkan atmosfir yang positif dimana negosiasi merupakan solusi terakhir yang dapat diambil. Kesepakatan gencatan senjata terdiri dari empat artikel utama dan dua artikel tambahan. Salah satu isi dari perjanjian tersebut adalah tentang “Operasi Militer” yaitu : “1.2 kedua pihak tidak akan terlibat dalam serangan operasi. Ini memerlukan penghentian total dari semua tindakan militer, yang meliputi : a.penembakan langsung dan tidak langsung, razia senjata, penyerangan tiba-tiba, pembunuhan, penculikan, pengrusakan milik penduduk sipil maupun pemerintah, sabotase, misi bunuh diri, dan aktivitas oleh unit penetrasi secara mendalam, b.Pengeboman udara, c.Serangan operasi laut”
 lebih lanjut angkatan bersenjata pemerintah Srilanka akan melanjutkan tugas yang sah mereka dari melindungi kedaulatan dan integritas wilayah Srilanka tanpa melakukan operasi menyerang melawan LTTE.



Dalam kesepakatan Gencatan Senjata itu kedua pihak juga menyetujui adanya misi pemantau internasional yang bernama Srilanka Monitoring Mission (SLMM) – Misi Pemantau Srilanka – yang dipimpin Norwegia. SLMM merupakan perantara bagi kedua pihak yang bersengketa dan bertugas untuk memantau kedua pihak pasca perjanjian gencatan senjata.


Seiring dengan berjalannya waktu, peran fasilitator Norwegia dalam proses perdamaian di Srilanka terus meningkat. Pada putaran perundingan perdamaian yang diadakan di Jepang pada bulan Maret 2003, pemerintah dan LTTE memutuskan untuk memperkuat mandat SLMM. Ini dimaksud untuk menjaga jangan sampai persetujuan Gencatan Senjata terganggu oleh pertikaian-pertikaian serius yang melibatkan kekuatan-kekuatan pemerintah dilapangan dan menggunakan kekerasan dan menelan korban.


Dalam perundingan di Jepang tersebut juga ditekankan agar kedua belah pihak memiliki komitmen pada perundingan damai yang didasarkan pada struktur pemerintah pusat dalam kerangka Srilanka bersatu dan  menekankan pentingnya membawa kedamaian bagi semua masyarakat Srilanka


Proses perdamaian di Srilanka mengalami stagnasi karena tidak ada implementasi yang jelas antara pemerintah Srilanka dan LTTE, LTTE merasa tidak ada pelaksanaan janji-janji yang dibuat dalam enam putaran perundingan perdamaian yang diadakan antara bulan september 2002 dan bulan maret 2003 salah satunya adalah “Pembentukan lembaga-lembaga baru pemerintahan untuk periode interim di Timur laut”
 Pihak pemerintah Srilanka sendiri juga mengecam tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan oleh LTTE yang menghambat proses perdamaian.


Terlebih lagi pada tanggal 4 November 2003, Presiden Chandrika Kumaratungga menggunakan kekuasaan Presiden dan mengambil alih tiga Kementerian, yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Informasi dan Menteri Pertahanan. Hal itu dilakukan karena Perdana Menteri Ranil Wickremesinghe terlalu berpihak pada LTTE dengan bersedia mempertimbangkan usulan kesepakatan pembagian kekuasaan yang diajukan LTTE. 


Perdana Menteri menolak untuk melangkah maju dalam proses perdamaian bila tidak memegang kendali penuh atas Kementerian Pertahanan, karena dengan alasan bahwa persoalan-persoalan keamanan terkait dengan begitu erat dengan perundingan perdamaian sehingga sulit baginya untuk untuk memikul tanggung jawab bagi proses perdamaian tanpa memiliki kendali penuh atas persoalan-persoalan yang bersangkutan dengan keamanan. Negeri itu semakin dalam terjerembab.Para fasilitator Norwegia mengambil keputusan untuk menangguhkan partisipasi mereka dalam proses perdamaian, karena tidak adanya kestabilan politik di Srilanka, dimana adanya persaingan kekuatan politik antara Presiden dan Perdana Menteri. Persaingan politik antara Presiden dan Perdana Menteri salah satu hambatan untuk terciptanya proses perdamaian di Srilanka.


Situasi semakin memanas ketika terbunuhnya Menteri Luar Negeri Srilanka Lakshman Kadirgamar pada tanggal 12 Agustus 2005. Pemerintah Srilanka menuduh LTTE sebagai pelaku pembunuhan Lakshman Kadirgamar.Terbunuhnya Lakshman Kadirgamar semakin menyulitkan kerja penengah Norwegia yang sebelumnya telah sulit dalam mengupayakan terwujudnya perjanjian perdamaian yang sedang berlangsung di negara pulau yang bermasalah itu. Aksi pembunuhan itu mengakibatkan kemunduran besar bagi proses perdamaian.


Norwegia melanjutkan kembali perannya sebagai fasilitator setelah terpilihnya Presiden Mahinda Rajapakse dan Perdana Menteri Ratnasiri Wickremanayake sebagai Presiden dan Perdana Menteri baru Srilanka. Tentunya menimbulkan harapan bagi semua pihak agar proses perdamaian dapat dilanjutkan kembali.


Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan judul penelitian:


“Peranan Norwegia Dalam Proses Perdamaian Antara Srilanka dan Liberation Tamil Tiger Ealam (LTTE)”

B.  Identifikasi Masalah


Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian maka penulis mengidentifikasikan masalah sebagai berikut:

1. Apa yang menyebabkan terjadinya konflik etnis di Srilanka?

2. Bagaimana kebijakan pemerintah Srilanka terhadap LTTE?

3. Bagaimana respon dunia internasional, Norwegia, PBB, Uni Eropa, dan NGOs dalam proses perdamaian di Srilanka?

4. Bagaimana Nota kesepakatan Srilanka-LTTE dijalankan?

1.  Pembatasan Masalah


Mengingat luasnya permasalahan diatas, maka penulis mencoba membatasi kepada hal-hal pokok, yaitu : bagaimana upaya dan peranan Norwegia sebagai fasilitator dalam proses perdamaian antara Srilanka dan Liberation Tamil Tiger Ealam (LTEE) tahun 2000 – 2005.

2.  Perumusan Masalah


Untuk memudahkan dalam menganalisa permasalahan yang berdasarkan pada identifikasi dan pembatasan masalah, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut: “Bagaimana peran Norwegia dalam proses perdamaian di Srilanka”
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.  Tujuan Penelitian


Pada hakekatnya penelitian mempunyai fungsi menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk : 

1. Ingin mengetahui apa yang menyebabkan konflik internal di Srilanka.

2. Ingin mengetahui Hambatan-hambatan proses perdamaian di Srilanka

3. Ingin mengetahui prospek penyelesaian konflik Srilanka–Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE).

4. Ingin mengetahui bagaimana peran Norwegia dalam proses perdamaian di Srilanka.

2.  Kegunaan Penelitian

1. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan peneliti dan pembaca terhadap konflik internal khususnya konflik Srilanka – Liberation Tamil Tiger Ealam.

2. Diharapkan dapat menjadi referensi bagi semua pihak yang menaruh minat mengenai permasalahan yang diangkat pada penelitian ini.

3. Sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian Sidang Sarjana Strata Satu (S1) pada jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

D.  Kerangka Teoritis dan Hipotesis

1.  Kerangka Teoritis

Sebagai penunjang di dalam penelitian ini akan digunakan beberapa konsep dan pernyataan para ahli, serta teori yang berkaitan dengan obyek penelitian. Pemakaian teori diajukan penulis sebagai langkah awal bagi penelitian selanjutnya, teori-teori ini akan menjadi dasar bagi penelitian.


Didalam menganalisa setiap permasalahan dan fenomena yang berlangsung dengan masyarakat internasional, perlu diketahui apa yang dimaksud dengan sistem internasional, menurut A.D Nasution, dalam bukunya Politik Internasional Konsep dan teori Sistem Internasional, adalah:

Sistem Internasional adalah bentuk khusus dari sistem sosial yang merupakan persepakatan antara beberapa kalangan, sehingga membentuk suatu hubungan yang bentuk sistemnya dapat diperkirakan.


Setelah memahami makna dari sistem internasional, maka untuk lebih dalam lagi, penulis akan menguraikan sedikit tentang Hubungan Internaional.  Hubungan Internasional adalah suatu disiplin ilmu yang muncul setelah perang dunia 1 dan berkembang pertama kali di Amerika dan Inggris. Disiplin ilmu ini timbul akibat adanya keinginan untuk memahami sebab-sebab terjadinya konflik, untuk membina dunia yang lebih damai, dan menghindarkan umat manusia dari peperangan kemudian hari. Seperti yang dikemukakan oleh Mochtar Mas’oed, dalam bukunya Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi yang menyatakan bahwa :

Pada dasarnya tujuan utama studi hubungan internasional adalah mempelajari perilaku internasional, yaitu perilaku para aktor, negara maupun maupun non-negara, di dalam arena transaksi internasional. Perilaku itu bisa berwujud perang, konflik, kerja sama, pembentukan aliansi, interaksi dalam organisasi internasional, dan sebagainya.


Selanjutnya pengertian dari Hubungan Internasional dapat penulis sampaikan dari M.Amien Rais dalam bukunya Beberapa Teori Hubungan Internasional, yang menyatakan bahwa : 

Hubungan Internasional adalah hubungan antara individu-individu yang berasal dari berbagai negara yang berbeda. Prilaku Internasional adalah prilaku sosial daripada individu-individu atau kelompok-kelompok yang berasal dari suatu negara yang berbeda.


Pengertian Hubungan Internasional diatas, merujuk pada sifatnya yang keilmuan dan meliputi tingkah laku dari kehidupan manusia di dunia ini yang berasal dari suatu negara, atau yang sering disebut sebagai aktor politik. Untuk membatasi dan mempengaruhi tingkah laku suatu negara maupun individu senantiasa diperlukan adanya suatu sistem politik internasional,  karena politik internasional memberikan penjabaran langkah-langkah atau cara-cara yang dapat yang dapat mempengaruhi individu atau negara. Oleh sebab itu perlu ditelaah lebih lanjut mengenai makna yang sebenarnya dari politik internasional, seperti yang diutarakan oleh Suwardi Wiraatmadja, dalam bukunya Pengantar Hubungan Internasional, menyatakan bahwa :

Politik Internasional yang membahas keadaan atau soal-soal politik dimasyarakat internasional dalam arti yang lebih sempit, yaitu dengan berfokus dan bertitik pada diplomat dan hubungan antara negara dan satuan politik lainnya. Sedangkan hubungan internasional lebih sesuai untuk mencakup segala macam hubungan antar bangsa dan kelompok-kelompok bangsa dalam masyarakat dunia, kekuatan-kekuatan, tekanan-tekanan, proses yang menentukan cara hidup, cara berpikir dari manusia-manusia.


Untuk melibatkan diri dalam percaturan politik internasional, suatu negara harus mengeluarkan kebijakan politik luar negeri sebagai dasar bagi langkah-langkahnya dalam berinteraksi dengan negara lain. Dalam hubungan negara atau antar bangsa tersebut, menimbulkan bertemunya politik luar negeri suatu negara dengan politik luar negeri lain. Politik luar negeri itu sendiri mempunyai arti sebagai tindakan suatu negara terhadap lingkungan eksternal serta berbagi kondisi domestik yang menopang formulasi tindakan tersebut. Seperti yang diutarakan oleh A.D. Nasution dalam bukunya Konsep Politik Internasional, mengenai batasan politik luar negeri yaitu :

Politik internasional adalah tindakan negara dalam politik luar negeri bertujuan untuk mencapai sasaran yang dianggap sebagai kepentingan nasional. Suatu sasaran yang mungkin meminta perubahan dalam situasi atau menghendaki dipertahankannya hubungan- hubungan baik yang sedang berlangsung. Karena itu pentinglah suatu sasaran konflik yang jelas sesuai dengan kondisi yang ada dan dipilih tindakan yang diambil oleh suatu negara.


Politik internasional tidak bisa dilepaskan dari pengaruh politik luar negeri suatu negara. Oleh karenanya hubungan kausalitas tersebut melahirkan berbagai kepentingan yang timbal balik di antara negara-negara yang melaksanakan politik luar negeri, Selanjutnya penulis sampaikan pengertian dari politik luar negeri pada dasarnya dapat dipengaruhi oleh lingkungan internasional. James N. Rosenau dalam bukunya World Rolichs : an Introduction , berpendapat bahwa :

Politik luar negeri merupakan sekumpulan kebijakan yang berperan dan berpengaruh, dalam hubungan suatu negara (pemerintah) lain, dengan mempertimbangkan dan juga sebagai tanggapan (respon) terhadap kejadian dan masalah lingkungan dunia (internasional)


Dengan kata lain politik luar negeri adalah sintesa dari pencapaian tujuan kepentingan nasional dengan mobilisasi saran bagi pencapaian tujuan tersebut berkaitan dengan kapabilitas suatu negara.

Hubungan Internasional memiliki kajian yang begitu luas, tidak hanya berpatokan pada dua negara, tetapi dapat juga kerjasama antar negara dengan Organisasi Internasional yang ada di dunia. Timbulnya Hubungan Internasional secara umum, pada hakekatnya merupakan proses perkembangan hubungan antara negara, karena kepentingan dua negara saja tidak dapat menampung kehendak banyak negara, maka dibentuklah Organisasi Internasional, negara-negara melalui Organisasi Internasional akan berusaha untuk mencapai tujuan yang menjadi kepentingan bersama, dan kepentingan ini menyangkut bidang kehidupan internasional yang sangat luas. 

Teuku May Rudi mengungkapkan konsep Organisasi Internasional dalam buku Hukum Internasional 2 sebagai berikut:

Pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara, dengan didasari struktur organisasi jelas dan lengkap serta diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapaikan tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antara sesama kelompok non-pemerintah pada negara yang berbeda.

Sementara menurut Jack L Plano dan Roy Olton yang diterjemahkan oleh Wawan Djuanda dalam Kamus Hubungan Internasional, bahwa maksud dari Organisasi Internasional adalah:

Suatu ikatan formal melampaui batas wilayah nasional yang menetapkan untuk membentuk mesin kelembagaan agar memudahkan kerjasama di antara mereka dalam bidang keamanan, ekonomi, dan sosial, serta bidang lainnya.


Dalam pembahasan tentang Proses perdamaian, tidak lepas dari konflik-konflik yang terjadi antara kedua belah pihak yang bersengketa. Konflik merupakan akibat pertentangan antara tuntutan yang dimiliki negara A dengan kepentingan negara B atau negara lainnya. Bidang masalah yang paling tradisional adalah wilayah teritorial. Konflik mencakup tindakan diplomatik, propaganda, perdagangan, atau ancaman dan sanksi militer yang dilakukan salah satu negara terhadap negara lainnya. Menurut B.N. Marbun dalam Kamus Politik pengertian konflik adalah:

Perwujudan atau pelaksanaan beraneka pertentangan antara dua pihak, yang dapat merupakan dua orang atau bahkan golongan besar seperti negara. Kadang-kadang konflik digunakan juga untuk menyambut pertentangan antara pandangan dan perasaan sesorang (psikologis); percecokan; bentrokan.



Konflik yang terjadi di Srilanka merupakan konflik internal, yaitu konflik yang berlangsung di dalam negeri atau konflik antara pemerintah pusat dengan sekelompok orang atau pihak tertentu pada salah satu daerah atau beberapa daerah. Lebih lanjut menurut Roxane S.Lulofs, Dudley.D.Chan Conflict From Theory to Action  Konflik internal adalah:

Violent or potentially violent political disputes whose origins can be traced primarily to domestic rather than systemic factors, and where armed vilolence take place or threatens take place primarily within the borders of a single state.


Untuk menganalisa konflik etnis yang terjadi di Srilanka lebih dalam lagi, secara umum, akar konflik etnis tersebut menurut Reychler dalam The CSCE Regime Formation: From Helsinki to Budapest, katholieke Universiteit Leuven berkaitan seputar tiga hal, yaitu:

1. Partisipasi politik, berkaitan dengan distribusi kekuasaan diantara kelompok etnis dimana negara yang mengalami konflik etnis, kekuasaan negara dipegang oleh kelompok etnis  mayoritas dalam jangka waktu yang cukup lama serta membatasi peranan dari kelompok minoritas. Partisipasi politik ini berhubungan dengan sistem politik yang tercipta dalam negara yang mengalami konflik etnis tersebut.

2. Berkaitan dengan peluang–peluang dibidang ekonomi yang merupakan kebutuhan utama manusia untuk mencapai kesejahteraan. Seringkali dari negara yang mengalami konflik etnis peluang-peluang ini tidak terdistribusikan secara merata diantara kelompok. Sebagai contoh, berkaitan dengan kesempatan kerja khususnya peluang dalam lembaga-lembaga sosial dan bidang pemerintahan.

3. Status adat dan budaya berkaitan dengan bahasa dan prilaku keagamaan dan kepercayaan suatu kelompok etnis.



Tidak semua konflik etnis yang terjadi di dunia mengundang perhatian yang besar di masyarakat internasional. Terutama dari negara-negara maju. Konflik etnis yang terjadi di Asia Selatan jarang mengundang perhatian masyarakat internasional terutama PBB dan negara-negara besar yang menganggap kawasan ini tidak berpengaruh besar terhadap kepentingan mereka, terutama kepentingan keamanan dan ekonomi. Tidak seperti konflik-konflik etnis di kawasan Afrika atau Balkan.



Selanjutnya mengacu pada pengertian konflik penulis akan memberi batasan pengertian mengenai konflik Srilanka – LTTE yaitu konflik antara pemerintah Srilanka dan LTTE yang pada dasarnya merupakan konflik etnis yang berkepanjangan. Seperti yang dikemukakan S.J Tambiah dalam bukunya Ethnic Fratricide and Dismantling Of Democracy:

Situasi di Srilanka mempunyai implikasi mengenai kejadian kekerasan, satu, yaitu keadaan yang tragis dari dua suku di Srilanka yaitu sinhala dan Tamil. Jalan kekerasan diambil untuk memecahkan perbedaan mereka, yang pada akhirnya tindak kekerasan tersebut berlanjut dalam perang saudara.


Konflik antara pemerintah Srilanka dan LTTE dipengaruhi oleh pihak ketiga yaitu Norwegia. Pihak ketiga diperlukan ketika konflik tidak bisa lagi diselesaikan antara pihak-pihak bersengketa. Seperti apa yang diutarakan oleh Hugh Miall, oliver Ramsbotham, dan Tom woodhouse dalam buku Resolusi Damai Konflik Kontempor Mediasi adalah :

Mediasi melibatkan intervensi pihak ketiga, ini adalah proses sukarela dimana pihak-pihak yang bertikai mempertahankan kendali terhadap hasilnya (mediasi murni), meskipun dapat meliputi dorongan negatif atau positif (mediasi dengan otot atau kekuasaan)


Mediasi biasanya penting pada sebuah tahapan ketika paling tidak sejumlah pihak-pihak yang bertikai harus menerima kenyataan bahwa melanjutkan konflik tidak akan membuat mereka mencapai tujuan, konsiliasi atau Fasilitasi sangat dekat maknanya dengan mediasi murni, dan merujuk pada usaha-usaha untuk menjadi penengah guna mendorong pihak-pihak yang bertikai untuk bergerak menuju ke negosiasi, sebagaimana yang lebih banyak dilakukan oleh minimalis dalam berperan menyediakan jasa baik. Memecahkan masalah adalah sebuah usaha yang lebih ambisius dimana pihak-pihak yang bertikai diundang untuk mengkonseptualisasikan ulang konflik dengan sebuah pandangan untuk menemukan hasil yang kreatif, rekonsiliasi adalah proses jangka panjang untuk mengatasi permusuhan dan rasa saling tidak percaya diantara dua bangsa yang terpisah.


Lebih jauh Dewi Fortuna Anwar (Eds.), Konflik Kekerasan Internal Memberikan  penjelasan tentang terobosan-terobosan utama dalam proses perdamaian di Srilanka, sebagai berikut :

Diantara terobosan dalam proses perdamaian itu adalah perjanjian untuk mempelajari kemungkinan-kemungkinan bagi sebuah pemerintahan federal bagi negeri itu. Tetapi federalisme bukan satu-satunya terobosan dalam proses perdamaian . Sebelumnya sudah ada sejumlah terobosan, yakni perjanjian Gencatan Senjata yang ditandatangani pada bulan Februari 2002 dan pencabutan barikade keamanan di Colombo dengan cepat dan tanpa diduga sebelumnya, dan partisipasi bersama pemerintah-LTTE dalam pertemuan donor bantuan di Oslo pada bulan November 2002.


Masih menurut Dewi Fortuna Anwar peran Norwegia dalam mendorong proses perdamaian di Srilanka dari sisi fasilitasi oleh negara asing ada tiga. Pertama, harus ada kesediaan kedua pihak untuk mengadakan perundingan agar fasilitasi pihak ketiga dapat berhasil. Kedua, adalah memfasilitasi pihak ketiga dapat membantu dalam menentukan parameter untuk mencari pemecahan didalamnya, dalam hal upaya mencapai kesepakatan sebelumnya gagal. Ketiga adalah kehadiran pihak ketiga yang netral, atau pemantau internasional, dapat membantu mencairkan insiden dan bentrokan antara kedua pihak. Kedua pihak diberi kesempatan untuk menyampaikan keluhan, dan tidak mengambil tindakan sendiri dan melakukan kekerasan. Kehadiran internasional juga menjadi pengimbang bagi kecenderungan meninggalkan meja perundingan dan kembali bertempur.


Berdasarkan teori-teori di atas, maka ditarik suatu konklusi sebagai berikut: kehadiran Norwegia sebagai fasilitator dan  sangat membantu dalam meredakan ketegangan antara pemerintah Srilanka dan LTTE.


Berdasarkan kerangka pemikiran dan konklusi diatas, penulis mengemukakan beberapa asumsi sebagai berikut:

1. Konflik yang terjadi Srilanka merupakan konflik etnis yang berkepanjangan antara etnis Sinhala dan Tamil

2. Peran tidak ternilai yang dimainkan para fasilitator Norwegia dalam membantu pemerintah dan LTTE untuk terus mendorong proses perdamaian. 

3.  Keberhasilan kesepakatan Gencatan Senjata merupakan proses terdepan dalam penyelesaian damai antara Pemerintah Srilanka dan LTTE

2.  Hipotesis


Berdasarkan perumusan permasalahan serta dari tatanan teori-teori dan konsep-konsep kerangka pemikiran sebelumnya, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut : “Jika Norwegia mengupayakan peranannya dalam proses perdamaian di Srilanka, maka akan terjadi kesepakatan diantara mereka, diantaranya: Gencatan Senjata antara pemerintah Srilanka dan LTTE. Hal ini juga ditandai dengan adanya keikutsertaan kedua belah pihak untuk perundingan-perundingan damai”.

3.  Operasionalisasi Variabel dan Indikator (Konsep Teoritik, Empirik, dan Analisis)

Untuk membantu dalam proses menganalisa penelitian lebih lanjut, maka penulis membuat suatu definisi operasional tentang konsep diatas, yaitu :

	Variabel dalam Hipotesis (Teoritik)
	Indikator (Empirik)
	Verifikasi (Analisis)

	Variabel bebas:

Jika Norwegia mengupayakan peranannya dalam proses perdamaian di Srilanka
	1. Adanya penyelesaian –penyelesaian damai di Srilanka.

2. Adanya Srilanka Monitoring Mission (SLMM)yangmemantau kesepakatan Gencatan Senjata


	1. Data (fakta dan angka) penyelesaian-penyelesaian damai di Srilanka. 

2. Data (fakta dan angka) Srilanka Monitoring Mission (SLMM) yang memantau kesepakatan gencatan Senjata

	 Variabel terikat:

Maka akan terjadi kesepakatan diantara mereka, diantaranya Gencatan Senjata antara pemerintah Srilanka dan LTTE. Hal ini juga ditandai ditandai dengan adanya keikutsertaan kedua belah pihak untuk perundingan-perundingan damai.
	3. Adanya kesepakatan Gencatan Senjata 2002

4. Adanyaperundingan-perundingan damai yang difasilitasi oleh Norwegia.
	3. Data (fakta dan angka) mengenai kesepakatan Gencatan Senjata 2002

4. Data (fakta dan angka)  perundingan-perundingan damai yang difasilitasi oleh Norwegia.




4.  Skema Kerangka Teoritis
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A. Metode dan Teknik Pengumpulan Data

1. Metode Penelitian


Untuk menemukan jawaban atau cara pemecahan masalah maka penulis menggunakan metode sebagai berikut:

Metode Deskriptif Analitis


Metode Deskriptif Analitis adalah suatu metode yang bertujuan untuk menggambarkan, menganalisa dan mengklasifikasikan gejala-gejala yang berdasarkan atas pengamatan dari beberapa kejadian dan masalah yang actual kemudian menganalisa untuk menginterprestasikan data yang diperoleh dengan pemecahan masalah baik yang sedang berlangsung maupun yang akan diperkirakan di masa yang akan datang serta menginterprestasikan suatu fenomena aktual yang relevan.
2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data sekunder. Teknik pengumpulan data sekunder yaitu melalui studi kepustakaan, dimana ada upaya pengkajian data-data. Sumber data diperoleh dari media cetak (text book, surat kabar, artikel, statement), media elektronik (internet).

Sedangkan teknik penelitian data yang digunakan melalui penelitian kepustakaan library research untuk menambah wawasan dan informasi tentang masalah yang dikaji yang dilaksanakan dengan maksud untuk memperoleh data-data pendukung yang berfungsi sebagai tinjauan guna mendukung data-data primer yang diperoleh dari objek penelitian.

B. Lokasi dan Lamanya Penelitian

1. Lokasi Penelitian 

Lokasi Penelitian dalam bentuk studi kepustakaan:

a. Perpustakaan LIPI

Jl. Gatot Subroto. Jakarta

b. Perwakilan Uni Eropa

Whisma Dharmala Sakti lt.16

Jl. Jenderal Sudirman no.32 Jakarta

c. Centre Strategic and International Studie (CSIS)

Jl. Tanah Abang III  No. 23-27 Jakarta Pusat

d. BPPK Deplu

Jl. Taman Pejambon No. 6 Jakarta Pusat

e. Perpustakaan Universitas Parahyangan

Jl. Ciumbuleuit 94. Bandung
2. Lamanya Penelitian


Penulisan dan penelitian masalah dilaksanakan dalam waktu enam bulan, mulai bulan November 2005 hingga April 2006 dan tahapan kegiatan penelitian lebih jelas dipaparkan dalam tabel sebagai berikut:

3. Tabel Rencana Penelitian
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	Jadwal Kegiatan
	2005
	2006

	
	
	November
	Desember
	Januari
	Februari
	Maret
	April

	
	
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4

	I
	Tahap Penelitian
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	a.Konsultasi Judul
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	b.Pengajuan Judul
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	Pengumpulan Data I
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III
	Penyusunan Proposal
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	a.Seminar Proposal
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	b.Pengurusan Izin lap
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV
	Pengumpulan Data II
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	V
	Pengolahan Data
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	VI
	Kegiatan Akhir
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	a.Penyusunan Skripsi
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	b.Seminar Draft
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	c.Perbaikan Hasil Draft
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	d.Sidang Akhir
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


C. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan hal-hal yang berisikan latar belakang penelitian, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis, hipotesis, definisi operasional, metodelogi dan teknik pengumpulan data, lokasi dan waktu penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : PERAN NORWEGIA DALAM KONTEKS KEAMANAN DAN  PERDAMAIAN

Bab ini menjelaskan tentang tinjauan politik luar negeri Norwegia, Eksistensi Norwegia dalam proses perdamaian menurut konstitusi Norwegia, Peran Norwegia dalam konflik di Srilanka baik sebagai inisiator maupun fasilitator, Negosiasi dan mediasi Norwegia dalam konflik Srilanka.

BAB III :  LATAR BELAKANG DAN PERKEMBANGAN KONFLIK DI     SRILANKA

Bab ini menjelaskan tentang sebab-sebab konflik di Srilanka, faksi-faksi yang bertikai di Srilanka, Situasi dan kondisi di Srilanka, Sikap pemerintah Srilanka dalam penanganan konflik. 

BAB IV : PERANAN NORWEGIA DALAM PERUNDINGAN DAMAI MENGENAI KONFLIK DI SRILANKA

Bab ini menjelaskan tentang peranan Norwegia dalam proses perdamaian Srilanka, respon dunia internasional terhadap peran Norwegia dalan konflik Srilanka, penyelesaian perdamaian di Srilanka, kebijakan pemerintah Srilanka dalam penanganan konflik.

BAB V : KESIMPULAN

Bab ini memuat kesimpulan bab-bab sebelumnya.

Konflik Etnis





LTTE





Pemerintah Srilanka





Norwegia





Gencatan Senjata





Pemerintah Srilanka





LTTE





Srilanka Monitoring Mission (SLMM)
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